
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kepada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tanah Datar telah 

dilakukan fungsinya secara baik. Dalam hal ini fungsi dan tugas DPRD 

Kabupaten Tanah Datar sudah baik karena diikuti oleh beberapa fakta: 1. 

Kabupaten Tanah Datar telah mendapatkan 11 kali penghargaan WTP dari 

Pemerintah Pusat; 2. DPRD Kabupaten Tanah Datar senantiasa selalu 

melakukan upaya pencegahan atas kekeliruan-kekeliruan yang akan terjadi 

dan/atau dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar dengan cara 

melakukan fungsi pengawasannya yang dimulai sejak perancangan APBD 

hingga APBD tersebut dilaksanakan dan/atau dianggarkan; 3. DPRD 

Kabupaten Tanah Datar selalu berupaya untuk mendengarkan dan 

mengimplementasikan aspirasi masyarakat yakni segala APBD yang akan 

dianggarkan dan/atau dilaksanakan diutamakan untuk kepentingan 

masyarakat dalam hal APBD terhadap pembangunan sekolah, pembangunan 

jalan, bantuan langsung uang tunai kepada UMKM Kabupaten Tanah Datar 

dan kegiatan-kegaitan yang akan dilaksanakan diwilayah setempat; dan 4. 

DPRD Kabupaten Tanah Datar akan mengoreksi dan/atau mengingatkan 



 

 

Bupati Kabupaten Tanah Datar jika tindakan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan/atau partisipasi publik, dengan cara pada saat rapat 

pertemuan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terkait APBD dan 

memberikan sebuah catatan disertai dengan rekomendasi dari DPRD 

Kabupaten Tanah Datar kepada Pemerintah Daerah terkait Laporan 

Pertanggung Jawaban APBD. DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam 

menerapkan bentuk pengawasan lebih ke arah pengawasan langsung dan 

tidak langsung yaitu guna dilakukan pengawasan langsung ialah DPRD 

Kabupaten Tanah Datar ingin melakukan secara langsung bertujuan untuk 

agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam 

pelaksanaan pekerjaan atau biasa disebut dengan built in control, 

diselaraskan dengan metode pengawasan tidak langsung, yakni guna untuk 

menerima laporan-laporan yang masuk kepada DPRD Tanah Datar dari 

sebuah APBD yang digunakan oleh Bupati Tanah Datar.  

2. Konsep yang ideal untuk DPRD melaksanakan fungsinya sebagai pengawas 

APBD pada suatu pemerintahan daerah ialah dengan cara pengawasan 

internal dan eksternal yang dilakukan dengan jangka waktu atau biasa 

disebut dengan pengawasan a-priori dan pengawasan a-posteriori diiringi 

dengan pengawasan yang dilakukan tata cara pengawasan refleksi yakni 

pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik. 

Dengan metode seperti ini, penulis yakin akan lebih memudahkan untuk 



 

 

kedua belah pihak, baik untuk pihak Pemerintah Daerah sebagai eksekutif 

dan DPRD sebagai legislatif. 

B. Saran 

Adapun saran penulis pada akhir penulisan skripsi sebagai berikut  : 

1. Dalam rangka penguatan peran DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam bidang 

pengawasan, sebaiknya DPRD secara institusional melakukan peningkatan 

kemampuan pengetahuan, konsepsional dan operasional terkait fungsi 

pengawasan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Hal 

ini dinilai akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

DPRD dan dinilai akan berguna untuk memudahkan fungsi pengawasan 

yang bersifat kebijakan. Seharusnya, dalam hal ini DPRD memakai seorang 

tenaga ahli yang memiliki kemampuan dibidangnya masing-masing guna 

untuk memaksimalkan efisiensi kerja.  

2. Penulis memiliki konsep yang lebih ideal terkait dengan cara pengawasan 

yang dilakukan oleh DPRD kepada sebuah APBD, yakni dengan konsep 

pengawasan yang internal dan eksternal yaitu pengawasan yang dapat 

dilakukan oleh siapa aja, dalam pengawasan internal yakni pengawasan yang 

dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah itu sendiri dan pengawasan 

eksternal ialah pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD, masyrakat, 

jurnalis, wartawan dan pihak eskternal lainnya, yang dilakukan dengan 

pelaporan APBD jangka waktu atau biasa disebut dengan pengawasan a-

priori dan pengawasan a-posteriori, yakni pengawasan pelaporan yang dapat 



 

 

dilakukan tri-wulan, yakni pelaporan 3 kali dalam satu tahun terkait 

anggaran yang digunakan dengan pelaporan secara periodic, dan dengan 

pengawasan yang dilakukan tata cara pengawasan refleksi yakni pengawasan 

yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik merupakan 

metode yang tepat untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD kepada 

Pemerintah Daerah, dalam hal ini untuk memberikan ruang kepada 

Pemerintah Daerah untuk menjelaskan penggunaan APBD yang digunakan 

oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD. Dengan konsep yang disarankan 

oleh penulis terkait fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap 

sebuah pengunaan dan pelaksanaan APBD dinilai akan jauh lebih efektif. 

 


